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fERA TURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR N~ TAHUN 2021 

TENTANG 

GRAND iksIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 
KABUf ATEN BANYUASIN TAHUN 2021-2045 

I BUPATI BANYUASIN, 
I 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 
2014 tentang Grand Design Pembangunan 
Kependudukan, perlu ditetapkan Grand Design 
Pembangunan Kependudukan Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2021-2045; 

b. ba[hwa Grand Design Pembangunan Kependudukan 
(GPPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
m~rupakan Dokumen Rancangan lnduk Pembangunan 
Ke;pendudukan yang menjadi pedoman penentuan 
pr~gram kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten 
B~nyuasin untuk jangka pendek, menengah dan panjang 
te~kait dengan Pembangunan Kependudukan; 

c. bfwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dii!naksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan 
K9pendudukan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021-2045. 

1. U~dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
P~rkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I 
Itjdonesia Nomor 3019); 

2. Uhdang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
P¢ngesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Btntuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara 
R~publik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
L¢mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

3 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
K~sejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

4 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
A)sasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
TW1un 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

5 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Pf mbentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi 
Sµmatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 4181 ); 

6. ~ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
PFrlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T13.hun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
'Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
d~ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
t¢ntang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
T hun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

5 06); 
7. ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

nghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ifdonesia Nomor 4419); 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Aerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
I~donesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4674); 
11. ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

embangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
omor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I donesia Nomor 4700); 
12. ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

esejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
I donesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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13. U~dang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
P~rkembangan Kependudukan dan f>embangunan 

1.
luarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 09 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I donesia Nomor 5080); 

14. Urdang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pfnanganan Fakir Miskin {Lembaran Negara Republik 
Iqdonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Nomor 5235); 

15. Uindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik 
In,donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
t~lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Updang Nornor 9 Tahun 201 5 tentang perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

~

donesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
egara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. I struksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program 
Pf rcepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 

T~hun 2010; 
1 7. I struksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Program 

P mbangunan yang berkeadilan; 
18. P raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

oordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I donesia Nomor 3373); 

19. ;raturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang 
rand Design Pembangunan Kependudu kan {Lembaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310); 

20. Pieraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
I 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
aanyuasin Tahun 20 18-2023 (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
l.Jembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2019 
f'fomor 1); 

21. fleraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Bemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 
}iabupaten Banyuasin {Berita Daerah Kabupaten 
lanyuasin Tahun 2016 Nomor 179). 

I 
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MEMUTUSKAN: 

PERAT~ RAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN 
PEMBA GUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANYUASIN 
TAHUN 2021-2045. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa ti in i yang dimaksud dengan : 

1. Petrintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ban asin. 

2. Per gkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daera h di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Barwuasin. 

3. Bu~ati adalah Bupati Banyuasin. 
4. Ren~ana Pemba ngunan J a n gka Panja ng Daera h yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
per~ncanaan pembangunan daerah period e 20 
(duct puluh) tahun terhitung seja k tahun 2005 sampai 
den ~an tahun 2025, ditetapkan dengan maksud sebagai 
ara~ dan acua n pelaku pembangunan daerah untuk 
mefujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah 
yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan 
daetah yang lebih efektif, efisien, terpadu, 
ber1fesinambungan dan salihg melengkapi dalam pola 
sik~p da n tindak bagi pelaku pembangunan 

5. Grapd adalah sesuatu yang besar, hal yang paling penting, 
a ta menjadi induk. 

6. Des gn adalah sesuatu yang dipakai sebagai pedqman 
unt k melaksanakan sesuatu lainnya, suatu "outcome" 
yan ingin dicapai (aim) atau sesuatu yang dipakai sebagai 
ped man un tuk melaksanakan sesuatu lainnya. 

7. Kepf ndudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan 
ju mllah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, 
pen~ebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang 
me!ilyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta 
Iingkungan penduduk tersebut. 

I 
8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan 

sinergi, sinkronisasi dan ha rmonisas i pengendalian 
kualitas, peningkatan kualitas, pembangu nan keluarga , 
pena taan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta 
penataan administrasi kependudukan. 

9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah pendudu k akibat dari 
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan 
pindah tempat tinggal. 
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10. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek 
fisik ! dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, 
penditlikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, 
ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk 
mengf mbangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia 
yang I berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan 
hidup layak. 

11 . Pemba.ngunan keluarga adalah upaya untuk mewujudkan 
keluawga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang 
sehat. 

12. Keluc\rga adalah unit terkecil dalarn rnasyarakat yang 
terdiri dari suarni, istri atau suami istri dan anaknya atau 
ayah pan anaknya atau ibu dan anaknya. 

13. Ketatlanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi 
kelualrga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta 
rnenr

1 

ndung kemampuan fisik-materiil guna h idup 
rr:an iri dan ~engembangka~ diri dan kelu~rganya untuk 
h1du hannoms dalarn menmgkatkan keseJahteraan dan 
kebafuagian lahir dan batin. 

I 

14. Kelu~rga berkualitas adalah kondisi keluarga yang 
rnencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial 
budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta 
nilai-inilai agarna yang rnerupakan dasar untuk rnencapai 
kelu~rga sejahtera. 

15. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 
memenuhi kebutuha n hidup spritual dan material yang 
layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mcmiliki 
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang an tar 
anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan 
lingkungan. 

BAB II 
TAHAPAN PENYUSUNAN 

Pasal2 

Penyuslman Grand Design Pembangunan Kependudukan 
Kabup~ten Banyuasin, dilakukan dengan tahapan sebagai 
beriku~: 
a. sostalisasi maksud dan tujuan GDPK; 
b . peflilbentukan tim dari Perangkat Daerah yang berkaitan; 
c. rne~aksanakan rapat koodinasi tim penyusunan GDPK; 
d . pe9yusunan draft naskah GDPK Kabupaten Banyuasin; 
e. sinfronisasi draft GDPK dengan draft RPJMD Kabupaten 

Balyuasin, dan 
f. na~kah akhir GDPK Kabupaten Banyuasin. 
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Pasal 3 

Grand .design Pembangunan Kependudukan ini dilaksanakan 
pada pef iode Tahun 2021 - 2045. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peratur~n Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundan,gkan. 
Agar ~etiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengunqlangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalarn Berita Daerah Kabupa ten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pa!l~kalan Balai 
pada tan 1 3 ~0¥'19er 2021 

BUPATI 

~ 1fH.A 
Diunda gkan di Pangkalan Balai 
pada ta ggal ; rq,ten0er 2021 

SEKR ARIS DAERAH 
KABUP TEN BANYUASIN, 

BERITJ) DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 
NOMO' ''-le-\ 


